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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta implikasi 

keabsahan dan penguasaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) digital 

dalam sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) berdasarkan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 5 Tahun 2020. Permasalahan penelitian berangkat dari perubahan 

mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan dari sistem konvensional menuju sistem 

elektronik, khususnya ketika Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak 

Tanggungan Elektronik berdasarkan dokumen dan data yang diunggah oleh PPAT 

tanpa menguasai APHT fisik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APHT digital berkedudukan sebagai 

dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti hukum dan tetap memiliki sifat 

autentik sepanjang bersumber dari akta asli yang dibuat oleh PPAT serta memenuhi 

persyaratan keabsahan dan integritas data. Penguasaan APHT dalam sistem 

elektronik mengalami pergeseran dari penguasaan fisik menuju penguasaan 

berdasarkan kontrol akses dan kewenangan pengelolaan sistem. Kondisi tersebut 

tetap memberikan kepastian hukum sepanjang keamanan, keandalan, integritas, dan 

ketersediaan sistem terjamin. Dengan demikian, penerapan HT-el dapat 

memberikan perlindungan hukum dan mendukung efektivitas administrasi 

pertanahan. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk mencegah konflik norma dan 

memperkuat kepastian hukum bagi PPAT, kreditur, dan debitur pelaksanaan HT-

el. 

Kata Kunci: APHT Digital; Hak Tanggungan Elektronik; UU ITE; Keabsahan 

Dokumen Elektronik; Kepastian Hukum. 

 

 

 

 

 


